iy PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGA! TENGAH

| DINAS PENDIDIKAN

3 S Farsyeh No 1 Tel (0577 4108T4K B

_________________.____—-

A B R SRR }

IZIN OPERASIONAL

NOTY .'._ L WGTK :'-.- -

—

R IR AL RICE

Kacamatan Labuan Amas Uiana

I. - »
L9 {
o~

P
e T
i

Kabunaten Huly Sunga Tengah

Operasional dibenkan

)




e J’""ﬂ’,

AUEA\  PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENCAT

DINAS PENDIDIKAN

__JL. H.Sibii Imansyah No.1 Telp. (0577) 4108741088 41140 BARRES .

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 115 TAHUN 2017
TENTANG
PENGGANTI PENETAPAN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 4 BANUA KUPANG
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang . a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk

penyelenggaraan pendidikan dan tertibnya administrasi sekolah

pada SDN 4 BANUA KUPANG Kabupaten Hulu Sungai Tengan é
dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat periu R
diterbitkan pengganti penetapan pendirian/izin operasional yang 2
hilang; ,;5

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (2) konsideran ini, periu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Y
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 53

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 R
Nomor 78, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia .'
Nomor 4301); *
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah %
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor k
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 59); ’5
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta |
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran
% g;ﬁwira Regubiik Indonesia Nomor 3485),
. ran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pe [
Urusgn_ Pemerint;han antara Pemerintah, Pemerirgﬂah mggg:g:
Provinsi, Pemgnntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan _Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan P_qpyelanggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
e lndme:‘a Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
m Parattmn_v | Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157): ;







